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PUTUSAN
Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA.Bpp
Al Gaa )l Al Pow
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah

menjatuhkan putusan perkara ceraitalak antara :

Pemohon, umur 53 tahL@A ma._Islam, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, §ﬁ idikan % tempat tinggal di Kota

Balikpapah, sebagai Pemohon; ‘.
%

Termohon, unéD 35 tahun, lagama Islar% pekerjaan Karyawan
Tidak belé’rja, pendidikan, SLTA, te%)at tinggal dahulu di
Kota Balikpapan, sekarang-tidak diketahui alamatnya dengan

< m-el’aw-aln

jelas dan pasti di wilayah Republik//Indonesia, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan‘Pemehon-dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya
bertanggal 05 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Balikpapan pada tanggal 05 Januari 2016 dengan Nomor 0020
/Pdt.G/2016/PA.Bpp vyang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai
berikut :

1 Bahwa pada tanggal 27 Juni 1991, Pemohon dengan Termohon
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ba;likpapan
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Barat, Kota Balikpapan, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah
Nomor 110/52/VI/1991 tertanggal 05 November 1991;

2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon
bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kota Balikpapan.
Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri;

3 Bahwa kurang lebih sejak Termohon pergi meninggalkan tanpa
sepengetahuan Pemohon. Selama meninggalkan Pemohon,
Termohon meninggalkan_.kewajibannya sebagai istri yang sah
berturut-turut hingga s%qn@gﬁ%)qnohon meninggalkan Pemohon

tanpa izin dan alass/ﬁ’-yang sah tida@yernah pulang, tidak pernah
mengirim kabar Q?Fta tidak sdiketahui #matnya yang jelas dan
a.O

pasti di wilayah Qgpublik Indonesia; >
4 Bahwa selama,ﬁtu Pemohon- tidak meng@ahui lagi keberadaan
Termohon; o e

5 Bahwa Pemohon telah 'berusaha keras mencari Termohon antara
lain kepada' keluarga dan teman-teman ~Termohon, tetapi tidak
seorangpun yang ~mengetahui <keberadaan Termohon sampai
sekarang;

6 Bahwa dengan kondisi ‘tfumah~ tangga yang demikian, maka
Pemohon menunggu kedatangan Termohon akan tetapi akhirnya
Pemohon tidak sabar lagi menunggu tanda-tanda Termohon akan
datang atau pulang dan kembali berkumpul bersama keluarga;

7 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara
ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu
kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan
Termohon tidak hadir menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain
datang menghadap sebagai Waki%%ﬁ%rga yang sah meskipun menurut
relaas panggilan bertanggal G@s anuari ]@dan 09 Februari 2016 untuk
sidang tanggal 12 Mei 2Q46,” Termohon telaﬁd/ipanggil secara resmi dan
patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agan%Balikpapan melalui PT.
Radio Swara Mitra @rgantara Balikpapan, ?sdangkan ternyata
ketidakhadiran Termoglfn tersebut (disebabkan olﬁ suatu halangan yang
sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, \bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan, maka ‘mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa <“selanjutnya-“~majelis hakim menasehati
Pemohon supaya bersabar dan-mengurungkan maksudnya menceraikan
Termohon akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan
Pemohon bertanggal 05 Januari 2016 yang isinya tetap dipertahankan
oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya
Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

o Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 110/52/VI/1991 dari Kantor

Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan

tanggal 05 November 1991, yang telah dicocokkan sesuai aslinya,

bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (bukti P-1);
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o Fotokopi Surat ljin Perceraian Nomor 511.2/460/Dispas/2015
tangggal 17 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Pasar kota Balikpapan, yang telah dicocokkan sesuai aslinya,
bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (bukti P-2);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan

2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku
bernama:

1. Saksi 1, Ujung Pandang, 8 Desember 1960 (56 tahun), agama
Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di
bawah sumpah telah rrlgnpe&@whaterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kéfﬁh gan Pem dan Termohon karena
sebagai Tetan emohon, sejak 107 n.yang lalu;

- bahwa Pemq@gmenikah dengan T:a%on pada akhir tahun
1991 dari pel;ﬁa‘minannya telah dikaruniaﬁ: rang anak;

- bahwa set menikah'' Pemohon é%z Termohon tinggal
bersamal di rumah Pemohon sekitar 9 tahun;

- bahwa awalnya rumah tangga, mereka'berjalan baik, namun
pada tahun,2000; Termohon pergi-meninggalkan Pemohon dan
kedua orang.. anaknya —hingga .’ sekarang tidak jelas
keberadaannya;

- bahwa Pemohon telah==berusaha mencari keberadaan
Termohon dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-
teman Termohon akan tetapi tidak ada seorangpun yang
mengetahuinya;

- bahwa sejak Termohon pergi tidak pernah kembali ke rumah
bersama dan tidak diketahui alamat/keberadaannya;

2. Saksi 2, Balikpapan, 10 Oktober 1950 (66 tahun), agama Islam,
pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di
bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena

sebagai Teman Pemohon sejak 20 tahun laly;
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- bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sejak  tahun
1991, dari perkawinan telah mempunyai 2 orang anak;

- bahwa setelah menikah Pemohn dan Termohon tinggal di
rumah Pemohon di Kelurahan Baru Ulu, Balikpapan Barat;

- bahwa yang saksi ketahui, pada awalnya rumah tangga mereka
berjalan baik, namun sejak tahun 2000 Termohon pergi
meninggalkan Pemohon dan anaknya sampai sekarang;

- bahwa saksi tidak mengetahui sebab-sebab Termohon pergi
dari rumah Pemohon sebagai tempat tinggal bersama;

- bahwa sejak pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak
pernah pulang kembali dan tidak diketahui alamatnya hingga
sekarang;

- bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan
menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Termohon
tetapi tidak ada yang mengetahui di mana alamat Termohon
tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak
menambah keterangan apapun dan selanjutnya memohon agar
Pengadilan Agama Balikpapan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk
kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam
perkara ini ialah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak kepada
Termohon karena sejak tahun 2000 Termohon telah pergi meninggalkan
Pemohon dan kedua orang anaknya hingga sekarang Termohon tidak

diketahui lagi alamatnya;
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Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir menghadap di
persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai
kuasanya yang sah untuk menjawab permohonan Pemohon meskipun
kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama
Balikpapan secara resmi dan patut melalui PT. Radio Swara Mitra
Dirgantara Balikpapan. Oleh karena itu maka hak-hak Termohon untuk
menjawab/mempertahankan dalil-daliinya dapat dinyatakan gugur dan
oleh karenanya Termohon dianggap telah mengakui/tidak membantah
dalil permohonan Pemohon serta menurut ketentuan Pasal 149 RBg,
maka permohonan Pemohon terquat diputus dengan putusan tidak
hadir (verstek) kecuali apab@ermohonanr%itu melawan hak atau tidak
beralasan; Q\‘.V ('/f-

Menimbang, ba@ apa yang..dipertimbangkan tersebut adalah
sejalan dengan ketenfdgan dalil/fighiyah''sebagaimiana tercantum dalam

kitab Ahkam Al Qur-aﬁlid Il halaman 405-sebagaiberikut:

A Y alls ogd caa ald Gualial) AlSa (e aSla ) o0 (e

Artinya: “Siapa;yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di
persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka
dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlahrhaknya;”

Menimbang, bahwa “namun—demikian™ oleh karena perkara ini
mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk
menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon
tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya,
pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti-P dan keterangan 2
(dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah
yang keterangannya telah bersesuaian dan menguatkan dalil
permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, maka harus dinyatakan

terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan
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yang sah pada tanggal 27 Juni 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, dalam perkara ini
Pemohon telah memperoleh ljin Melakukan Perceraian dari Pejabat
Kepala Dinas Pasar Kota balikpapan, sehingga Pemohon sebagai
Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pasar Kota Balikpapan telah memenuhi
dan memetuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
45 Tahun 1990 sebagai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10

Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai

Negeri Sipil; P\GAM
Menimbang, bahwa c@‘}keterangaﬂ %si-saksi yang diajukan oleh
Pemohon tersebut deng'( memperhatikan ungan keterangan satu

sama lain telah diperolegfakta-fakta sebagai berrkiit:

1. Bahwa benar aftara Pemohon dengan %mohon adalah suami
istri  yang tela&' menikah '\ Kecamatan B%kpapan Barat, Kota
Balikpapan, | pada tanggal~27 Juni-1991;

2. Bahwa benar!| dari perkawinan Pemohon.dengan Termohon telah
dikaruniai 2 orang anak laki-laki dalam asuhan'/Pemohon;

3. Bahwa pada tahun 2000 Termohon,‘telah” pergi meninggalkan
Pemohon dan kedua -orang . anaknyas sampai sekarang telah
berlangsung selama 15*(lima_belas)” tahun lebih;

4. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan
menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Termohon tetapi
tidak seorangpun dari mereka yang mengetahui
alamat/keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan
bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan kedua orang
anaknya sejak 15 tahun lebih, tidak pernah pulang kembali ke rumah
orang tua Pemohon sebagai tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa apakah dengan telah terbuktinya fakta-fakta

rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut maka
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permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan
menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya
tersebut dapat dikabulkan secara verstek dan Pemohon dapat diizinkan
untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir
batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai
isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, demikian
pula sesuai ketentuan dalaan’Asfw 43 Kompilasi Hukum Islam,
“Perkawinan bertujuan untu ewujudkan @dupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan,@}h/mah”; e

Menimbang, ba@ darizketentuan terseb@dapat diketahui bahwa
salah satu unsur dari L%rkawinan itu.’adalah ikat@ batin antara seorang
pria sebagai suami defgan seorang wanita sebagatistri, sehingga apabila
unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan
tersebut sudah tidak' utuh lagi dan pada hakikatnya/ perkawinan tersebut
telah terurai serta terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa ‘tdari fakta-fakta Termohon telah pergi
meninggalkan Pemohon®. sejak = tahun 2000 sampai sekarang tidak
pernah pulang kembali dan tidak-=diketahui alamatnya, maka telah
membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat
dikategorikan telah pecah dan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana
dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan
sehingga menyebabkan rumah tangga/perkawinannya tidak bisa
dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu
pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah

merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila
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dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan
menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal
menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan daripada mencapai
maslahat, sesuai dengan kaidah fighiyah sebagai berikut:
gllaal) Gla e adia duddal)
Artinya: “Menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada
mencapai maslahat;”
Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan

dalil nash dalam Al Qur'an, surat-Al'Bagarah, ayat 227 yang berbunyi:
e gl B BAMH £ 0
N\ 2

4?
Artinya: “Apabila ka para suami) berketetapan hati untuk mentalak
(istri), makasesungguhnya Allah M Mendengar lagi Maha
Y v Mengetahui;
- . \ ") A
maka majelis hakqﬁ dapat -menerima’ dap |mempertimbangkan

permohonan Pemohbn | untuk dapat menjatLﬁan talak terhadap
Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang-telah dipertimbangkan
tersebut telah ternyata\ permohonan-Pemohonitelah’ memenuhi ketentuan
Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor~1 Tahun 1974 dan alasan
permohonannya telah sesuai- ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 19757jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi
Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah
dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak
sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir
(verstek) serta kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan
talaknya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon
maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
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Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada
Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya
perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan hukum Islam yang berkaltan dengan perkara ini;
g@‘ﬁ\ D ﬂ;”@
Y &)

1. Menyatakan Termohqm@ang telah dlpangg|I%ara resmi dan patut
untuk menghadap p3r5|dangan tidak hadw?og

2. Mengabulkan perrﬁiﬂﬁ?nan Pemohon dengan Eétek;

3. Memberi izin kepad&:Pemohon unfuk menjatul"fkan talak satu raji
terhadap Termohon di depan-~sidang" Pengadilan Agama
Balikpapan;

4. Memerintahkan Panitera’ Pengadilan Agama Balikpapan untuk
mengirimkan salinan penetapan lkrar~ Talak perkara ini kepada
Pegawai Pencatat Nikah -Kantor= Urusan” Agama Kecamatan
Balikpapan Barat, Kota Balikpapan; untuk dicatat dalam daftar yang
telah disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
ini sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan
dengan tanggal 05 Sya’ban 1437 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa,
S.H., M.H,, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Sutejo,
S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
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diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota
dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. H. Ibrohim, M.H. Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.
Drs. Sutejo, S.H., M.H. Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Rp. 30.000,-

- Proses Rp. 50.000,-

- Pemanggilan Rp. 210.000,-

- Redaksi Rp 5.000,-

- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 301.000,-
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